
Analisis Komprehensif Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi: Mengupas Tuntas 

Modal, Cadangan, dan Alokasi Sisa Hasil Usaha Berdasarkan SAK EP 

Pendahuluan:  

Memahami Peran Krusial Laporan Perubahan Ekuitas bagi Koperasi 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu komponen fundamental dalam 

set laporan keuangan koperasi yang lengkap. Laporan ini berfungsi menyajikan 

rekonsiliasi terperinci antara saldo awal dan saldo akhir dari setiap elemen ekuitas 

selama satu periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang 

jernih dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (terutama anggota, 

pengurus, pengawas, dan kreditur) mengenai semua faktor yang menyebabkan 

perubahan pada kekayaan bersih koperasi. LPE secara efektif menjembatani Laporan 

Posisi Keuangan (Neraca) dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dengan 

menunjukkan bagaimana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh selama tahun berjalan 

berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan atau penurunan modal kolektif. 

Lebih dari sekadar angka, Laporan Perubahan Ekuitas pada koperasi adalah sebuah 

narasi kuantitatif yang merefleksikan filosofi dasar entitas itu sendiri: "dari anggota, oleh 

anggota, untuk anggota". Setiap baris dalam laporan ini menceritakan kisah tentang 

partisipasi, komitmen, dan pembagian kesejahteraan kolektif. Kenaikan pada pos 

"Simpanan Wajib" menunjukkan komitmen berkelanjutan dari para anggota untuk 

memupuk modal bersama. Peningkatan pada pos "Dana Cadangan" yang berasal dari 

SHU mencerminkan keputusan kolektif untuk memperkuat institusi demi keberlanjutan 



jangka panjang. Sementara itu, alokasi SHU yang dibagikan kepada anggota menjadi 

bukti nyata realisasi manfaat ekonomi dari usaha bersama. Dengan demikian, LPE 

berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif untuk menilai apakah sebuah koperasi benar-benar 

hidup sesuai dengan prinsip dan jati dirinya. 

Signifikansi LPE: Alat Pertanggungjawaban dan Pengambilan Keputusan 

Signifikansi LPE melampaui sekadar pemenuhan kewajiban akuntansi. Laporan ini 

merupakan instrumen vital untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan 

strategis. Pertama, LPE adalah wujud pertanggungjawaban pengurus kepada Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) atas pengelolaan modal yang telah dipercayakan. Kedua, bagi 

anggota, laporan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pengurus, menilai 

kesehatan finansial koperasi (seperti rentabilitas dan solvabilitas), dan menjadi bahan 

pertimbangan untuk menentukan tingkat partisipasi dan kontribusi di masa depan. Ketiga, 

bagi pihak eksternal seperti lembaga keuangan, LPE memberikan gambaran jelas 

tentang sumber dan stabilitas permodalan koperasi, yang krusial dalam analisis kredit 

dan prediksi kinerja di masa depan. 

Analisis Perbandingan: Perbedaan mendasar antara Ekuitas Koperasi dan 

Perseroan Terbatas (PT) 

Untuk memahami keunikan LPE koperasi, penting untuk membandingkannya dengan 

laporan serupa pada Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan ini berakar dari filosofi dasar 

kedua badan usaha tersebut. Koperasi didirikan dengan tujuan utama menyejahterakan 

anggotanya, sedangkan PT berorientasi pada maksimalisasi keuntungan bagi para 



pemegang saham. Perbedaan fundamental ini termanifestasi dalam beberapa aspek 

laporan keuangan: 

 Laporan Kinerja: Koperasi menyajikan "Laporan Perhitungan Hasil Usaha", yang 

puncaknya adalah "Sisa Hasil Usaha" (SHU). Sebaliknya, PT menyajikan 

"Laporan Laba Rugi". 

 Pembagian Hasil Usaha: SHU koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan 

dua pilar: jasa usaha (partisipasi aktif dalam transaksi) dan jasa modal (proporsi 

simpanan). Ini sangat kontras dengan dividen PT yang murni dibagikan secara 

proporsional berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki. 

 Struktur Ekuitas: Ekuitas koperasi tersusun dari komponen-komponen yang 

mencerminkan kepemilikan kolektif dan partisipasi anggota, seperti Simpanan 

Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan Hibah. Sebaliknya, ekuitas PT 

didominasi oleh Modal Disetor (modal saham) yang merepresentasikan 

kepemilikan individual investor. 
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Landasan Hukum dan Standar Akuntansi: Era Baru Pelaporan Ekuitas Koperasi 

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas koperasi tidak dilakukan dalam ruang hampa, 

melainkan diatur oleh kerangka hukum dan standar akuntansi yang spesifik. 

Perkembangan regulasi terkini menandai era baru yang menuntut standardisasi dan 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan koperasi di Indonesia. 

Kerangka Hukum Fondasional: UU No. 25 Tahun 1992 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum 

utama bagi struktur permodalan dan keuangan koperasi. Pasal 41 dalam UU ini secara 

eksplisit menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. Modal sendiri, yang menjadi fokus dalam ekuitas, didefinisikan berasal dari 

Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan Hibah. Lebih lanjut, Pasal 45 

mendefinisikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai pendapatan koperasi setelah dikurangi 

seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya (termasuk pajak). UU ini juga 

mengamanatkan bahwa SHU, setelah dikurangi Dana Cadangan, harus dibagikan 

kepada anggota secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing. Ketentuan-

ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pengakuan dan penyajian komponen-komponen 

utama dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

Tonggak Regulasi Modern: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 

Pada tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri 

(Permenkop) UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Regulasi 

ini menjadi tonggak penting yang menandai modernisasi pelaporan keuangan koperasi. 



Permenkop ini secara resmi mencabut pedoman akuntansi sebelumnya (Permenkop No. 

12, 13, dan 14 tahun 2015) yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan 

perkembangan standar akuntansi dan kebutuhan bisnis saat ini. Tujuan utama dari 

Permenkop No. 2/2024 adalah untuk menciptakan standardisasi laporan dan kebijakan 

akuntansi yang berlaku seragam bagi seluruh koperasi di Indonesia. Peraturan ini 

mewajibkan koperasi untuk menyusun satu set laporan keuangan yang lengkap, yang 

secara eksplisit mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Transisi Wajib: Dari SAK ETAP ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK 

EP) 

Sejalan dengan Permenkop No. 2/2024, perubahan paling signifikan adalah transisi dari 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai 

badan penyusun standar akuntansi di Indonesia, secara resmi akan mencabut SAK 

ETAP dan menggantinya dengan SAK EP yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. 

Permenkop No. 2/2024 mengadopsi penuh perubahan ini dan mewajibkan koperasi untuk 

menggunakan SAK yang disusun oleh IAI. Secara spesifik, SAK EP ditetapkan sebagai 

standar utama yang wajib digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan menjadi 

opsi utama bagi Koperasi Sektor Riil. Transisi ini didasari oleh fakta bahwa SAK ETAP 

tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas koperasi modern, terutama karena 

keterbatasannya dalam mengatur: 

 Laporan keuangan konsolidasian bagi koperasi yang memiliki banyak unit usaha. 



 Pengakuan bunga dengan metode suku bunga efektif. 

 Penyisihan piutang tak tertagih berbasis risiko kredit ekspektasian (expected credit 

loss). 

 Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. 

 Pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. 

Kewajiban adopsi SAK EP ini dapat dipandang sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, 

ini adalah langkah maju yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kredibilitas koperasi di mata anggota maupun mitra eksternal. 

Standardisasi ini akan mempermudah proses audit dan membuka akses yang lebih luas 

terhadap sumber pendanaan formal. Namun, di sisi lain, ini menjadi tantangan besar. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP yang notabene lebih 

sederhana saja sudah menjadi kendala bagi banyak koperasi akibat keterbatasan 

kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi. Transisi ke SAK EP yang lebih 

kompleks berpotensi memperlebar kesenjangan antara koperasi besar yang siap secara 

sumber daya dan koperasi kecil yang akan kesulitan untuk mematuhinya. Oleh karena 

itu, keberhasilan implementasi SAK EP tidak hanya bergantung pada penegakan 

regulasi, tetapi juga pada ketersediaan program pendampingan dan peningkatan 

kapasitas SDM secara masif, sebagaimana yang diamanatkan dalam nota kesepahaman 

antara IAI dan KemenkopUKM. 
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Dekonstruksi Komponen Ekuitas Koperasi 

Ekuitas koperasi didefinisikan sebagai hak residual atas aset koperasi setelah dikurangi 

seluruh liabilitasnya. Ini adalah representasi dari kekayaan bersih koperasi yang dimiliki 

secara kolektif oleh para anggota. Berdasarkan kerangka SAK EP dan Permenkop No. 

2/2024, setiap komponen ekuitas harus disajikan secara terpisah dalam Laporan Posisi 

Keuangan dan direkonsiliasi perubahannya dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

Komponen-komponen ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. 

A. Modal Inti dari Anggota (Member's Capital) 

Kategori ini merupakan fondasi permodalan yang berasal langsung dari komitmen 

anggota. 

Simpanan Pokok 

 Definisi: Sejumlah uang dengan besaran yang sama untuk setiap anggota, yang 

wajib dibayarkan pada saat seseorang masuk menjadi anggota koperasi. 

Simpanan ini tidak dapat ditarik kembali selama yang bersangkutan masih 

berstatus sebagai anggota. 

 Fungsi: Simpanan pokok berfungsi sebagai "tiket masuk" keanggotaan dan 

merupakan pilar modal awal koperasi. Kesamaan jumlahnya bagi semua anggota 

mencerminkan prinsip kesetaraan dan hak suara yang sama (satu anggota, satu 

suara). 

 Kebijakan Akuntansi SAK EP: Diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas 

dalam Laporan Posisi Keuangan. 



Simpanan Wajib 

 Definisi: Sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota secara 

periodik (misalnya, setiap bulan) selama menjadi anggota. Besaran simpanan 

wajib tidak harus sama untuk setiap anggota dan ketentuannya diatur dalam 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

 Fungsi: Simpanan wajib adalah instrumen utama untuk pemupukan modal secara 

berkelanjutan yang bersumber dari partisipasi aktif anggota. Ini memastikan 

adanya aliran modal masuk yang teratur untuk mendukung operasional dan 

pengembangan usaha koperasi. 

 Kebijakan Akuntansi SAK EP: Sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib 

diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas. 

B. Modal Penguatan dan Pengembangan (Strengthening & Development Capital) 

Kategori ini mencakup modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan 

mendukung keberlanjutan jangka panjang. 

Dana Cadangan 

 Definisi: Merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sengaja disisihkan 

dan tidak dibagikan kepada anggota, melainkan diakumulasikan dari tahun ke 

tahun. 

 Fungsi: Dana cadangan memiliki dua fungsi vital. Pertama, sebagai sumber 

modal internal untuk pengembangan usaha, seperti investasi pada aset baru atau 

ekspansi layanan. Kedua, sebagai perisai finansial (financial buffer) untuk 



menyerap atau menutupi kerugian yang mungkin dialami koperasi. Dana ini 

merupakan kekayaan murni milik badan hukum koperasi dan tidak dapat dibagikan 

kepada anggota, bahkan ketika anggota tersebut keluar. 

 Kebijakan Akuntansi SAK EP: Diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas 

yang terpisah. 

Hibah (Donasi) 

 Definisi: Sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain (seperti 

pemerintah, lembaga swasta, atau individu) yang bersifat pemberian cuma-cuma 

dan tidak mengikat. 

 Fungsi: Hibah berfungsi untuk menambah modal kerja dan memperkuat struktur 

permodalan koperasi tanpa menimbulkan kewajiban pengembalian di masa 

depan. 

 Kebijakan Akuntansi SAK EP: Hibah yang diterima tanpa syarat dan tanpa 

kewajiban kontraktual untuk pengembalian diakui secara langsung sebagai 

penambah ekuitas. SAK EP memberikan panduan yang lebih jelas mengenai 

perlakuan akuntansi hibah, termasuk hibah dari pemerintah, dibandingkan SAK 

ETAP. 

Modal Penyertaan (Khusus) 

 Definisi: Investasi yang berasal dari anggota (di luar simpanan pokok dan wajib) 

atau pihak eksternal (pemodal) untuk tujuan memperkuat struktur permodalan, 

seringkali terikat pada proyek usaha tertentu dengan skema bagi hasil. 



 Perlakuan Akuntansi: Perlakuan akuntansi untuk modal penyertaan bersifat 

kompleks dan bergantung pada substansi perjanjiannya. Jika bersifat temporer 

dan memiliki kewajiban kontraktual untuk pengembalian pokok atau pembagian 

hasil yang bersifat utang, maka lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas atau 

dana syirkah temporer. Namun, jika bersifat permanen dan tidak memiliki 

kewajiban pengembalian, modal ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari 

ekuitas. Regulasi seperti Permenkop UKM 8/2023 menetapkan batasan untuk 

modal penyertaan pada KSP, yaitu maksimal 25% dari total aset. 

C. Ekuitas Dinamis (Dynamic Equity) 

Kategori ini bersifat sementara dan mencerminkan hasil kinerja periode berjalan. 

Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan 

 Definisi: Merupakan laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh koperasi dalam 

satu periode akuntansi, sebelum dialokasikan ke pos-pos lain. 

 Fungsi: SHU tahun berjalan adalah cerminan paling akurat dari kinerja keuangan 

koperasi dalam satu tahun buku. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas, pos ini 

bersifat dinamis. Pada akhir periode, setelah disetujui dalam RAT, nilainya akan 

didistribusikan ke pos-pos lain (seperti Dana Cadangan, Dana Sosial, dan SHU 

yang akan dibagikan kepada anggota yang kemudian menjadi utang jangka 

pendek), sehingga saldo akhirnya akan kembali menjadi nol untuk memulai 

periode berikutnya. 



 Kebijakan Akuntansi SAK EP: Disajikan sebagai komponen ekuitas dalam LPE 

hingga alokasinya diputuskan dalam RAT. 
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Sisa Hasil Usaha (SHU): Jantung Kesejahteraan Anggota 

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah elemen paling dinamis dalam ekuitas koperasi dan 

menjadi puncak dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu tahun buku. 

Pemahaman mendalam tentang SHU, mulai dari filosofi hingga mekanisme 

perhitungannya, adalah kunci untuk memahami esensi sejati dari sebuah koperasi. 

Definisi dan Filosofi SHU: Lebih dari Sekadar Laba 

Secara teknis, SHU didefinisikan sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 

satu tahun buku dikurangi dengan seluruh biaya, beban penyusutan, dan kewajiban 

lainnya, termasuk pajak penghasilan badan. Namun, secara filosofis, SHU jauh lebih dari 

sekadar laba bersih. SHU adalah perwujudan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari 

usaha kolektif para anggota. Oleh karena itu, pembagiannya bukanlah dividen dalam 

pengertian korporasi, melainkan sebuah "balas jasa" atas partisipasi ganda yang 

dilakukan oleh setiap anggota: 

 Sebagai Pemilik (Investor): Anggota berinvestasi melalui simpanan pokok dan 

simpanan wajib. 

 Sebagai Pengguna Jasa (Pelanggan): Anggota berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan usaha koperasi, misalnya dengan meminjam dana dari unit simpan 

pinjam atau berbelanja di unit toko. 

 

 



Prinsip-Prinsip Pembagian SHU 

Pembagian SHU diatur oleh prinsip-prinsip yang adil dan transparan, yang 

membedakannya dari pembagian laba pada entitas bisnis lain. 

 SHU Bersumber dari Anggota: Prinsip utamanya adalah SHU yang dibagikan 

kepada anggota haruslah berasal dari transaksi yang dilakukan oleh anggota itu 

sendiri. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan non-anggota idealnya 

tidak dibagikan, melainkan dialokasikan seluruhnya ke Dana Cadangan untuk 

memperkuat permodalan koperasi. 

 Pembagian Adil Berdasarkan Jasa: Sesuai amanat UU Perkoperasian, SHU 

dibagi secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota. Jasa ini secara umum dipecah menjadi dua komponen utama: 

o Jasa Modal Anggota (JMA): Merupakan imbalan atas modal yang telah 

diinvestasikan anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. 

o Jasa Usaha Anggota (JUA): Merupakan imbalan atas partisipasi aktif 

anggota dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi. Contohnya adalah 

besarnya pinjaman yang dilakukan atau total pembelian yang dilakukan di 

unit usaha koperasi. 

 Pembagian Dilakukan Secara Transparan dan Tunai: Seluruh proses 

perhitungan dan alokasi SHU harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses 

oleh anggota. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dan 

menghindari kecurangan. Selain itu, pembayaran SHU kepada anggota wajib 



dilakukan secara tunai, yang sekaligus menjadi indikator kesehatan likuiditas 

koperasi. 

Mekanisme Alokasi SHU dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Sebelum SHU dibagikan kepada individu anggota, total SHU yang diperoleh selama 

setahun harus dialokasikan terlebih dahulu ke berbagai pos sesuai dengan ketentuan 

AD/ART dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Alokasi ini mencerminkan 

prioritas strategis dan tata kelola koperasi. Koperasi yang sehat akan menyeimbangkan 

antara pemberian insentif jangka pendek bagi anggota dengan penguatan modal untuk 

keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, alokasi yang signifikan ke Dana 

Cadangan menunjukkan fokus pada stabilitas, sementara alokasi ke Dana Pendidikan 

menunjukkan investasi pada peningkatan kapasitas SDM. 

Studi Kasus dan Perhitungan Numerik SHU per Anggota 

Setelah total SHU dialokasikan, bagian yang diperuntukkan bagi anggota (Jasa Modal 

dan Jasa Usaha) kemudian didistribusikan kepada setiap anggota berdasarkan kontribusi 

masing-masing. 

Rumus Kunci Perhitungan:  

SHUAnggota = JMA + JUA JMA = (Simpanan Anggota / Total Simpanan Koperasi) × 

Persentase Alokasi Jasa Modal × Total SHU JUA = (Transaksi Usaha Anggota / Total 

Transaksi Usaha Koperasi) × Persentase Alokasi Jasa Usaha × Total SHU 

  



Bab 4:  

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas: Panduan Praktis dan Contoh 

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang akurat dan sesuai standar adalah 

kewajiban pengurus koperasi. Dengan adopsi SAK EP, format dan struktur laporan 

menjadi lebih terstandarisasi, memungkinkan penyajian informasi yang lebih jelas dan 

komparabel. 

Struktur dan Format Laporan Perubahan Ekuitas Sesuai SAK EP 

SAK EP mendorong penyajian LPE dalam format kolom atau matriks. Format ini sangat 

efektif karena memungkinkan rekonsiliasi ganda: secara vertikal untuk melacak 

perubahan pada setiap komponen ekuitas (misalnya, Simpanan Pokok dari awal hingga 

akhir periode), dan secara horizontal untuk menunjukkan total ekuitas pada setiap tahap 

perubahan. Struktur laporan ini secara sistematis menyajikan mutasi (perubahan) yang 

terjadi selama periode pelaporan. Komponen utama dalam laporan ini adalah: 

 Komponen Baris (Mutasi/Perubahan): Baris-baris dalam laporan ini 

menunjukkan jenis-jenis transaksi yang memengaruhi ekuitas. Ini mencakup 

Saldo Awal, dampak dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan 

periode lalu (jika ada), penambahan simpanan dari anggota, alokasi SHU tahun 

sebelumnya, perolehan SHU tahun berjalan, dan diakhiri dengan Saldo Akhir. 

 Komponen Kolom (Akun Ekuitas): Kolom-kolom dalam laporan ini 

didedikasikan untuk setiap akun ekuitas yang dimiliki koperasi, seperti Simpanan 

Pokok, Simpanan Wajib, Hibah, Dana Cadangan, SHU Belum Dibagi (atau SHU 

Tahun Berjalan), dan kolom Total Ekuitas. 



Ilustrasi Komprehensif: Panduan Langkah-demi-Langkah Penyusunan LPE 

1. Siapkan Saldo Awal. Ambil data saldo akhir dari LPE tahun sebelumnya untuk 

setiap komponen ekuitas (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, 

dll.). Ini akan menjadi baris "Saldo Awal" untuk periode berjalan. 

2. Identifikasi Transaksi Ekuitas Selama Periode. Kumpulkan data dari buku 

besar atau sistem akuntansi mengenai semua transaksi yang memengaruhi 

ekuitas selama tahun berjalan. Ini terutama mencakup total setoran Simpanan 

Pokok dari anggota baru dan total akumulasi setoran Simpanan Wajib dari seluruh 

anggota selama satu tahun. 

3. Catat Alokasi SHU Tahun Sebelumnya. Berdasarkan notulen RAT tahun lalu 

yang menyetujui pembagian SHU periode sebelumnya, catat perpindahan nilai 

dari pos "SHU Tahun Lalu" ke pos-pos definitif seperti "Dana Cadangan", "Dana 

Sosial", dan lain-lain. Bagian SHU yang dibagikan kepada anggota akan 

mengurangi pos SHU dan dicatat sebagai liabilitas (Utang SHU). 

4. Masukkan SHU Tahun Berjalan. Ambil angka laba/rugi bersih final dari Laporan 

Perhitungan Hasil Usaha periode ini. Masukkan angka tersebut pada baris "Sisa 

Hasil Usaha Tahun Berjalan" di kolom yang sesuai. 

5. Hitung Saldo Akhir. Lakukan penjumlahan secara vertikal untuk setiap kolom 

komponen ekuitas untuk mendapatkan saldo akhir masing-masing. Lakukan juga 

penjumlahan secara horizontal untuk setiap baris transaksi untuk memastikan 

totalnya sesuai. Saldo akhir total ekuitas harus sama dengan total ekuitas yang 

tercantum di Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode. 



Pencatatan Jurnal Akuntansi untuk Transaksi Ekuitas Kunci 

Proses penyusunan LPE didukung oleh pencatatan jurnal yang tepat. Berikut adalah 

contoh jurnal untuk transaksi ekuitas yang paling umum: 

 Saat Menerima Setoran Simpanan Pokok dan Wajib dari Anggota: 

o (Debet) Kas..................................................... XXX 

o (Kredit) Simpanan Pokok......................... XXX 

o (Kredit) Simpanan Wajib.......................... XXX 

 Saat Mencatat SHU Tahun Berjalan (sebagai bagian dari jurnal penutup pada 

akhir periode): 

o (Debet) Ikhtisar Perhitungan Hasil Usaha..... XXX 

o (Kredit) Sisa Hasil Usaha......................... XXX 

 Saat Mencatat Alokasi SHU Berdasarkan Keputusan RAT (dijurnal pada awal 

periode berikutnya): 

o (Debet) Sisa Hasil Usaha.......................... XXX (Total SHU tahun lalu) 

o (Kredit) Dana Cadangan........................... XXX 

o (Kredit) Dana Pendidikan......................... XXX 

o (Kredit) Dana Sosial................................. XXX 

o (Kredit) Utang SHU Anggota.................... XXX (Bagian yang dibagikan 

tunai) 

 

 



Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis 

Analisis komprehensif terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) koperasi 

menunjukkan bahwa laporan ini lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. LPE 

adalah cerminan jati diri, kesehatan finansial, dan kualitas tata kelola sebuah koperasi. 

Dengan transisi menuju SAK EP yang diamanatkan oleh Permenkop UKM No. 2 Tahun 

2024, peran LPE menjadi semakin sentral dalam mendorong transparansi dan 

akuntabilitas. 

Rangkuman Poin Kunci: Ekuitas sebagai Cerminan Jati Diri dan Kesehatan 

Finansial Koperasi 

 LPE bukan hanya laporan teknis, melainkan alat strategis untuk mengukur 

pertanggungjawaban pengurus dan kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar koperasi. 

 Struktur ekuitas koperasi yang unik (terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, 

dan Dana Cadangan) merupakan pemahaman fundamental dari finansial yang 

membedakannya dari entitas bisnis lain dan menunjukkan kekuatan modal yang 

bersumber dari kolektivitas anggota. 

 Mekanisme alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diputuskan dalam Rapat 

Anggota Tahunan adalah momen krusial dalam praktik tata kelola, di mana 

koperasi harus menyeimbangkan antara pemenuhan manfaat jangka pendek bagi 

anggota dan penguatan modal untuk keberlanjutan jangka panjang. 

 

 



Rekomendasi bagi Pengurus Koperasi 

Menghadapi era baru standardisasi akuntansi, pengurus koperasi perlu mengambil 

langkah-langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan dan memanfaatkan peluang yang 

ada: 

 Investasi pada Kompetensi SDM: Kesenjangan kompetensi adalah tantangan 

terbesar. Pengurus harus segera mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan 

peningkatan kapasitas bagi staf akuntansi agar mampu memahami dan 

menerapkan SAK EP secara benar. Menjalin kerja sama dengan IAI atau 

konsultan akuntansi bisa menjadi solusi efektif. 

 Transparansi Proaktif kepada Anggota: Jangan menjadikan LPE sebagai 

dokumen teknis yang hanya dipahami segelintir orang. Gunakan laporan ini 

sebagai bahan edukasi utama saat RAT. Jelaskan secara sederhana bagaimana 

modal anggota dikelola, bagaimana SHU dihasilkan, dan ke mana saja dana 

tersebut dialokasikan. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki 

anggota. 

 Perencanaan Alokasi SHU yang Strategis: Sebelum RAT, pengurus dan 

pengawas harus melakukan analisis mendalam untuk merumuskan rekomendasi 

alokasi SHU. Rekomendasi ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan jangka 

panjang koperasi, seperti kebutuhan investasi, mitigasi risiko, dan pengembangan 

usaha, bukan semata-mata untuk memaksimalkan jumlah yang dibagikan kepada 

anggota. Alokasi yang sehat ke Dana Cadangan adalah investasi untuk masa 

depan. 



Tantangan dan Peluang di Era Implementasi SAK EP 

Transisi ke SAK EP tidak dipungkiri membawa sejumlah tantangan, terutama terkait biaya 

kepatuhan (compliance cost), kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang lebih 

canggih, dan kesenjangan kompetensi SDM yang telah disebutkan. Namun, di balik 

tantangan tersebut, terdapat peluang yang jauh lebih besar. Kepatuhan terhadap SAK 

EP akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan dari anggota, mitra bisnis, dan 

lembaga keuangan. Laporan keuangan yang terstandar akan mempermudah proses 

audit yang berkualitas dan komparasi kinerja antar koperasi. Pada akhirnya, 

implementasi SAK EP bukanlah beban, melainkan sebuah investasi strategis untuk 

membangun koperasi yang lebih profesional, tangguh, dan siap menghadapi persaingan 

di masa depan. 
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